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Tesis ini membahas mengenai akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
tercantum didalam sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena adanya
pihak lain yang menggugat sertipikat yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah
tersebut karena pihak tersebut adalah pemilik hak atas tanah atas sebidang /lebih
tanah yang sama dengan pemegang hak atas tanah. Kantor Pertanahan sebagai
pelaksana pendaftaran tanah dan penerbit sertipikat merupakan pihak yang
digugat oleh pihak lain tersebut sedangkan PPAT yang membuat akta perjanjian
peralihan hak dan mendaftar akta tersebut ke Kantor Pertanahan bukan merupakan
pihak yang dapat digugat karena PPAT bukan merupakan Pejabat TUN dan akta
yang dibuat oleh PPAT bukan putusan TUN menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; berdasarkan hal
tersebut yang menjadi permasalahan ialah bagaimana kedudukan akta PPAT
yang dicantumkan oleh Kantor Pertanahan dalam sertipikat hak yang digugat
seseorang di Pengadilan Tata Usaha Negara? Apabila Tata Usaha Negara
membatalkan sertipikat tersebut apakah akta PPAT yang dicantumkan dalam
sertipikat juga dibatalkan ? Bagaimana akta PPAT yang asli 1 (satu) rangkap yang
dismpan oleh PPAT dan salinan akta yang diserahkan PPAT kepada pihak
penjual dan pembeli? Pendlitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan
dengan data sekunder sebagai sumber datanya.K eputusan Pengadilan TUN yang
telah mempunya kekuatan hukum tetap membatalkan secara otomatis akta yang
tercantum dalam sertipikat tanah yang bersangkutan, diharapkan adanya kerja
sama antara organisasi PPAT dengan Kantor Pertanahan yang baik, sehingga
informasi berkenan dengan sertipikat yang dibatalkan dapat diperoleh dengan
mudah bagi PPAT yang bersangkutan,
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This thesis discusses about a deed made by Land Deed Officer (PPAT) cited in a
certificate issued by Head of Land Administration Agency in State Administration
Court in relation to the claim offered by another party to the said certificate
because the party is the owner of the similar land plot. Land Administration
Agency as an ingtitution to register and issue the land certificate is a defendant by
the said another party and PPAT who prepared a deed of assignment and register
the said deed to the Land Administration Agency can’'t be contested because
PPAT is not a State Administration Officer and the deed prepared by PPAT is not
adecree of State Administration in pursuant to Law Number 5 of 1986 on Code of
the Administration Law amended by Law Number 9 of 2004 On Amendment to
Law Number 5 of 1986 on Code of the Administration Law; based on this law,
what is the position of a deed prepared by PPAT cited by Land Administration
Agency in the right certificate which is contested by another party in the State
Administration Court? Provided that, the Court cancels the certificate, is a deed
prepared by PPAT cited in the said certificate also cancelled? How about one
counterpart original deed prepared by PPAT and copy of deed delivered by PPAT
to seller or buyer? This research used library research method with secondary data
as its resources. Decision of the State Administration Court with legal effect
automatically cancels the deed cited in the relevant certificate. It is expected that
PPAT organization and Land Administration Agency cooperate well, so that
information related to the cancelled certificate can be accessed by the relevant
PPAT.

Key notes:

1.Stipulation of State Administration State 143/G.TUN/2000/PTUN-JKT
2.Stipulation of State Administration State No.072/G. TUN/200/PTUN-JKT
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